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ABSTRAK 
Desa merupakan wilayah terkecil di suatu negara yang merupakan tonggak terpenting dalam keberlangsungan 

suatu negara. Jika masyarakat desa kehidupannya sejahtera maka negara pun menjadi sejahtera. Oleh karenanya 

Pemerintah Pusat menyediakan alokasi dana Pedesaan untuk menunjang terwujudnya program-program Desa. Hal 

ini ditegaskan dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Namun demikian masih banyak ditemui Pejabat Desa 

yang kurang menyadari tujuan negara tersebut. Dalam hal ini Pejabat Desa beranggapan bahwa dana yang 

dialokasikan untuk pembangunan desa menjadi kekuasaannya, sehingga pengelolaan dilakukan secara sewenang-

wenang tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Angka korupsi desa sepanjang tahun 2023 telah mencapai 

187 kasus dengan kerugian sebesar 162,25 miliar. Trend tersebut mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 

terdapat 155 kasus sepanjang tahun 2022. Kurangnya kesadaran hukum Pejabat Desa menjadi salah satu faktor 

korupsi yang semakin merajalela. Sejatinya pemberantasan terhadap korupsi perlu dilaksanakan mengingat dampak 

yang ditimbulkan sangat merugikan negara terutama dalam mensejahterakan masyarakat. Peningkatan pengetahuan 

dan pemahaman terhadap Pejabat Desa sangatlah diperlukan untuk membentuk kualitas sumber daya manusia yang 

baik, sehingga pembangunan dapat terlaksana secara optimal. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan 

pemberian pengetahuan dan pemahaman terhadap Pejabat esa. Dalam kata lain sebagai solusi utama perlu adanya 

sosialisasi oleh pemerintah yang diwakilkan oleh perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga yang memiliki 

kewajiban untuk membagi pengetahuannya dalam membantu pemerintah mensosialisasikan pedoman dan 

peraturan berhubungan dengan pengelolaan dana desa. 

Kata kunci: dana desa; kepala desa; kesadaran hukum 

 

INCREASING AWARENESS OF VILLAGE OFFICIALS IN THE 

CRIME OF CORRUPTION IN VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT 

IN TANGGULANGIN SIDOARJO DISTRICT 

 
ABSTRACT 
A village is the smallest area in a country which is the most important milestone in the sustainability of a 

country. If the village community has a prosperous life, the country will also be prosperous. Therefore, the 

Central Government provides Rural fund allocations to support the realization of Village programs. This is 

confirmed in Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. However, there are still many Village 

Officials who are less aware of the country's goals. In this case, Village Officials assume that the funds allocated 

for village development fall under their control, so that management is carried out arbitrarily without paying 

attention to applicable regulations. The figure for village corruption throughout 2023 has reached 187 cases with 

losses of IDR 162.25 billion. This trend has increased from the previous 155 cases throughout 2022. The lack of 

legal awareness of Village Officials is one of the factors of increasingly rampant corruption. In fact, the 

eradication of corruption needs to be implemented considering that the impact it has is very detrimental to the 

country, especially in terms of the welfare of society. Increasing knowledge and understanding of Village 

Officials is very necessary to create good quality human resources, so that development can be carried out 

optimally. In this regard, it is necessary to provide knowledge and understanding to Village Officials. In other 

words, as the main solution, there needs to be socialization by the government, represented by universities as one 

of the institutions that has an obligation to share its knowledge in helping the government to socialize guidelines 

and regulations relating to village fund management. 
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PENDAHULUAN 
Pejabat desa merupakan komponen penting dalam menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan 

jalannya desa. Dalam hal ini pejabat desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsinya 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, baik melalui 

penyusunan program kerja, pengaturan keuangan, serta pembinaan terhadap masyarakat. Oleh karena itu 

pejabat desa yang merupakan teladan bagi masyarakat perlu untuk memiliki kesadaran hukum. Sejatinya 

kesadaran hukum diperlukan agar cita-cita dan tujuan bangsa dapat terwujud secara optimal dan 

terhindarkan dari tindak pidana yang menghambat kemajuan desa seperti korupsi (Amantha, 2021). 

Salah satu fungsi utama pejabat desa adalah pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan 

desa merupakan hal yang penting dalam proses pembuatan rencana, anggaran, dan implementasi 

pembangunan desa. Pejabat desa diwajibkan untuk paham dan cekatan dalam melakukan pengelolaan 

keuangan desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan 

dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu diperlukan kesadaran hukum mengingat bahwa kesadaran 

hukum merupakan perwujudan dari kepatuhan hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum merupakan 

penerapan terhadap pelaksanaan hukum. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi menandakan bahwa 

pejabat desa sebagai salah satu subjek yang diatur dalam hukum memiliki kesetiaan dan taat terhadap 

aturan. Pejabat desa yang patuh terhadap aturan akan mengelola keuangan desa dengan memperhatikan 

kepentingan dari masyarakat setempat, sehingga pembangunan desa dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat (Rindorindo, 2021).  

Kesadaran hukum pejabat desa sangatlah penting untuk mewujudkan kemakmuran dan 

melindungi kepentingan masyarakat. Pada dasarnya kesadaran hukum merupakan nilai dalam diri 

manusia mengenai hukum yang berlaku maupun diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut hukum 

dibuat berorientasi pada manusia dan bertujuan untuk memberikan perlindungan. Kesadaran hukum 

diperlukan agar fungsi hukum dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan adanya kepatuhan 

terhadap hukum maka pembangunan terhadap desa akan berjalan secara optimal. Soerjono Soekanto 

berpendapat bahwa kesadaran hukum pada seseorang dapat dilihat dari beberapa indikator, Dalam hal ini 

indikator pertama adalah pengetahuan hukum yang berarti masyarakat mengetahui mengenai pengaturan 

larangan maupun perintah perilaku dalam hukum tertulis. Indikator kedua adalah pemahaman hukum 

atau pemahaman terhadap isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan. Indikator ketiga merupakan sikap 

hukum atau reaksi maupun penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan yang sedang berlaku. 

Indikator yang terakhir adalah perbuatan hukum atau pelaksanaan dari peraturan yang berlaku 

(Muttaqin, 2019).  

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan, mengingat bahwa 

kejahatan tersebut dapat menghambat jalannya pembangunan. Indonesian Corruption Watch (ICW) 

menyatakan bahwa dalam proses penyaluran dan pengelolaan dana desa terdapat lima hal yang rawan 

akan terjadinya korupsi antara lain pada proses perencanaan (adanya perbedaan kepentingan antar 

kelompok elite); proses pertanggungjawaban (nepotisme dan kurangnya transparansi); proses monitoring 

dan evaluasi (tidak dilaksanakan dengan baik dan hanya sekedar formalitas); proses pelaksanaan dan 

proses pengadaan barang dan jasa (adanya potensi mark-up dan rekayasa). Kasus korupsi sepanjang 

tahun 2023 didominasi oleh pemerintahan desa dengan jumlah kasus sebesar 187 kasus yang 

menimbulkan kerugian negara hingga mencapai 162,25 miliar. Sejatinya jumlah tersebut mengalami 

peningkatan dari kasus korupsi tahun sebelumnya yaitu 155 kasus. Trend korupsi desa tersebut diawali 

dari alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah sejak tahun 2015 (Adi Ahdiat, 2024).  

Korupsi desa yang tidak segera diberantas akan merugikan negara dan masyarakat itu sendiri. 

Apabila ditelisik lebih lanjut terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya korupsi antara 

lain: (Bari, 2020). 

1. Faktor utama terjadinya korupsi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dana 

desa yang kurang optimal. Keikutsertaan dan transapari terhadap pengelolaan dana desa sangatlah 

terbatas. Hal ini tentu bertentangan dengan pasal 68 UU Desa yang mengatur mengenai hak dan 

kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan informasi dan terlibat secara aktif dalam 

pembangunan desa. Masyarakat yang terlibat secara langsung menjadi komponen paling utama 

mengingat bahwa masyarakat desa yang lebih mengetahui kebutuhan dan secara langsung 

merasakan efek maupun manfaat dari pembangunan desa. 
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2. Faktor kedua kompetensi pejabat desa yang kurang. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan 

mengenai teknis pengelolaan dana desa menjadikan pembangunan terhambat dan kurang optimal 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 

3. Faktor ketiga adalah kurang optimalnya pengawasan serta pembinaan oleh lembaga desa terhadap 

masyarakat. Dalam hal ini lembaga desa memiliki tugas dan wewenang untuk secara aktif 

menampung aspirasi masyarakat sehingga pembangunan dapat tepat guna. 

4. Faktor keempat adalah biaya politik yang meningkat. Peningkatan alokasi dana desa menimbulkan 

minat untuk menjadi perangkat desa semakin meningkat sehingga dana yang seharusnya 

dialokasikan dalam pembangunan desa disalahgunakan untuk mengganti dana yang dikeluarkan 

dalam proses kampanye. 

 

Korupsi desa yang masih banyak merajalela menunjukkan bahwa kesadaran hukum pejabat desa 

masih tergolong rendah sehingga masih banyak terjadi penyalahgunaan dana alokasi desa. Sejatinya 

rendahnya kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain: (Hehanusa, 2019). 

1. Pengetahuan Pejabat Desa  

Pengetahuan pejabat desa merupakan hal yang penting untuk membentuk kepatuhan hukum. 

Apabila pejabat desa telah memiliki pengetahuan akan pengelolaan dana sebagaimana pengaturan 

dalam undang-undang maka pembangunan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan kebutuhan. 

Peningkatan pengetahuan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pejabat desa 

dalam mengelola keuangan terutama dalam perspektif hukum sehingga terjadinya kasus korupsi 

semakin terminimalisir. 

2. Ketidakpastian hukum  

Penegakkan hukum yang masih kurang optimal menjadikan kepercayaan terhadap lembaga penegak 

hukum semakin berkurang dan menimbulkan hilangnya rasa takut maupun jera terhadap peraturan 

yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut penegakkan hukum yang kurang tegas akan memicu 

tindak pidana yang semakin merajalela dikarenakan adanya peluang hingga menganggap legal 

tindak pidana.  

3. Kaidah hukum 

Peraturan yang saat ini terlaksana memberikan pengaruh yang besar terhadap perangkat desa, 

sehingga pejabat desa tidak takut akan hukum yang berlaku. Selain itu adanya alokasi dana desa 

untuk pembangunan menjadikan pejabat desa beranggapan bahwa dana tersebut merupakan haknya. 

Sejatinya peraturan yang saat ini berlaku masih tergolong lemah, ambigu dan hanya memberikan 

keuntungan pada pihak tertentu.  

4. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.  

Suatu peraturan akan berlaku secara efektif dan efisien apabila terdapat peran dari masyarakat di 

dalamnya. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam peraturan mengingat bahwa 

masyarakat merupakan subjek yang diatur, sehingga diperlukan kerjasama agar tujuan dari 

peraturan dapat terwujud. 

5. Lingkungan  

Pemicu utama terjadinya tindak pidana korupsi adalah adanya kesempatan dan peluang yang 

diberikan. Pada dasarnya tindak pidana korupsi terjadi karena adanya celah. Dalam hal ini 

lemahnya budaya desa dan struktur manajemen desa menjadikan tindak pidana korupsi mudah 

untuk dilakukan.  

 

Pengetahuan akan hukum sangatlah diperlukan untuk mewujudkan kesadaran hukum, Oleh karena 

itu untuk mewujudkan kesejahteraan umum perlu dilakukan sosialisasi terhadap pejabat desa agar dapat 

menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Dengan adanya kesadaran hukum dan pemahaman 

terhadap hukum maka kejahatan akan dengan sendirinya terminimalisir. Berkaitan dengan hal tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada 

pejabat desa perlu untuk dilakukan terutama dalam pengelolaan keuangan desa agar terbentuk sumber 

daya manusia yang berkualitas sehingga pembangunan desa dapat berjalan secara optimal.  
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METODE 
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat 

yaitu metode penyuluhan. Kegiatan penyuluhan oleh mahasiswa bersama dengan Kejaksaan Negeri 

Sidoarjo dilaksanakan di Balai Desa Kecamatan Tanggulangin yang terletak di Jl. Praja Mukti No. 2, 

Sidoarjo pada tanggal 28 Mei 2024 selama kurang lebih selama 2 (dua) jam. Pelaksanaan metode 

penyuluhan dalam  program  pengabdian  kepada  masyarakat  bertema peningkatan kesadaran dalam 

tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa  kepada  pejabat desa berdasarkan beberapa tahapan 

dan tujuan sebagai berikut : 

1. Membangun komunikasi dan kerjasama antara mahasiswa dan kejaksaan negeri sidoarjo serta 

pejabat desa sidoarjo dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui 

penyuluhan bertema peningkatan kesadaran dalam tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan 

desa. 

2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk meningkatkan kesadaran hukum pejabat desa 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin dan pengelola keuangan desa untuk menghindari 

terjadinya korupsi agar terwujudnya desa yang lebih baik, maju dan bersih dari korupsi. 

3. Mengetahui permasalahan dan menganalisis solusi atau tindakan selanjutnya dalam suatu desa 

mengenai beberapa hambatan dalam pelaksanaan administratif dalam pengurusan izin maupun 

prosedur yang dikeluhkan masyarakat desa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
2.1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa 

 
 

Selaku Pelaksana Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa (PKPKD) Kepala Desa 

mempunyai kewenangan, diantaranya: Melakukan penetapan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan APBDes serta pengelolaan barang yang merupakan kepemilikan desa, dilakukannya 

penindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran dari beban APBDes, melakukan persetujuan terkait 

rencana anggaran kas desa, surat permintaan pembayaran, serta menyetujui DPA, DPPA dan juga 

DPAL. 

Pendapatan desa yang diterima diantaranya dapat melalui Pendapatan Asli Desa, Transfer dan 

Pendapatan Lain. Dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Pendapatan Asli Desa 

a. Hasil Aset 

Hasil aset merupakan suatu hasil aset desa yaitu kekayaan yang dapat diperoleh dari APBDes 

berkaitan dengan  usaha yang dikelola oleh desa tersendiri. 

b. Hasil Usaha 

Hasil usaha adalah salah satu hasil usaha yang dilakukan pengelolaan secara terpisah. Kemudian 

hasil dari usaha ini memberikan dampak yang menimbulkan adanya penerimaan bagi pendapatan 

desa yang berasal dari  hasil desa yaitu adanya BUMDes 

c. Swadaya Masyarakat 

Dalam hal ini merupakan penerimaan yang bersumber pada sumbangan masyarakat yang berkaitan 

dengan penganggaran penerimaan swadaya masyarakat, selanjutnya partisipasi serta adanya 
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tindakan gotong royong yang dihitung secara tepat dalam bentuk uang kemudian dimasukan ke 

dalam rekening kas desa dengan tujuan guna mendukung adanya pelaksanaan kegiatan oleh pihak 

desa 

2. Transfer 

a. Dana Desa 

Dana desa merupakan suatu pemberdayaan pada pendapatan serta dalam hal belanja Negara yang 

merupakan suatu transfer yang dana pendapatan serta belanja daerah dipergunakan guna membiayai 

kepada sebuah penyelenggaraan pemerintah serta dilakukannya pembinaan dalam kemasyarakatan. 

b. Alokasi Dana Desa 

Merupakan dana yang didapatkan dalam belanja daerah kabupaten dan juga dikurangi dalam dana 

alokasi yang telah dialokasikan oleh desa. 

3. Pendapatan Lain 

Dalam hal ini pendapatan lain yaitu penerimaan dari hasil kinerja kerja sama desa ataupun dana 

bantuan perusahaan yang memiliki lokasi pada desa tersebut dan terdapat sumbangan ataupun hibah 

dari pihak ketiga. 

 

Kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD (Sekdes, 

Kasi, dan Kaur) yang didasarkan kepada keputusan kepala desa, kemudian kepala desa melakukan 

penyampaian terkait laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada pejabat kabupaten yaitu 

bupati atau walikota melalui kepala camat pada setiap akhir tahun anggaran (Aprilia, 2021). yang 

ditetapkan dengan peraturan Desa, laporan meliputi: Laporan Keuangan, Laporan realisasi kegiatan dan 

daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa sesuai dengan pasal 

70 Permendagri No. Tahun 2018. 

Pengelolaan keuangan desa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi ketika:  

1. Ada pihak yang diuntungkan 

Dalam konteks korupsi pengelolaan keuangan desa, yang pertama kali mendapat keuntungan 

adalah para pelaku korupsi sendiri, yakni oknum kepala desa atau pejabat di bawah kepala desa yang 

terlibat dalam penggelapan atau penyalahgunaan dana desa. Mereka menggunakan dana tersebut untuk 

kepentingan pribadi tanpa mempertanggungjawabkannya. Di samping itu, ada pihak lain yang mungkin 

mendapat keuntungan tidak langsung, seperti rekanan atau pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi 

palsu atau pengadaan barang atau jasa dengan harga yang tidak wajar. Praktik korupsi dalam 

pengelolaan keuangan desa sering kali menghasilkan pengadaan barang atau jasa yang tidak sesuai 

dengan standar atau nilai yang semestinya. Dalam prakteknya dapat dicontohkan seperti memalsukan 

keuangan barang atau jasa yang tentunya menjadi cikal bakal korupsi. Pemalsuan data secara fiktif dapat 

dilakukan oleh oknum oknum yang tidak punya tanggung jawab yang hanya memikirkan keuntungan 

tersendiri. 

Namun, dalam jangka panjang, korupsi ini akan merugikan masyarakat secara keseluruhan, 

termasuk warga desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari dana desa tersebut. Dana yang 

seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial, atau pembangunan 

ekonomi lokal dapat terganggu atau tidak efektif karena tergerus oleh praktik korupsi. 

2. Adanya kerugian negara  

Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa memiliki dampak serius terhadap negara. Praktik 

korupsi ini tidak hanya mengakibatkan pemborosan dana publik yang seharusnya digunakan untuk 

pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat, tetapi juga menghambat kemajuan desa dalam 

hal pembangunan. Dana yang seharusnya untuk kepentingan bersama bisa jatuh ke tangan yang salah, 

mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, korupsi juga 

merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga terkait, serta seringkali melibatkan 

pelanggaran terhadap aturan dan hukum yang berlaku.  

Dampak jangka panjangnya mencakup kemiskinan yang lebih dalam dan ketidakadilan sosial 

yang memperparah kesenjangan ekonomi antarwilayah. Dalam penerapan pengelolaan keuangan desa 

yang mengakibatkan korupsi tentunya dapat mudah dilakukan kepada oknum yang memiliki kekuasaan 

jabatan, dana yang didapatkan tentunya ada campur tangan dari pusat, yang kemudian bersumber dari 

pajak yang ditarik kepada masyarakat indonesia. Hal tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pihak 
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pejabat pemerintahan pusat hingga desa agar dana yang diberikan tidak digunakan untuk kepentingan 

pribadi. 

3. kepentingan umum yang tidak terlayani 

Dampak korupsi dalam pengelolaan keuangan desa menyebabkan beberapa kepentingan umum 

tidak terlayani dengan baik. Pertama, dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan 

infrastruktur seperti jalan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya bisa terhambat atau tidak optimal 

digunakan karena mengalir ke tangan yang salah (Fernanda, 2023). Hal ini mengakibatkan kualitas 

infrastruktur desa tidak mencapai standar yang memadai untuk mendukung kehidupan sehari-hari 

masyarakat. Kedua, layanan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan sering kali terdampak karena 

anggaran yang seharusnya untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut dialihkan atau disalahgunakan. 

Akibatnya, pendidikan mungkin tidak memadai, akses kesehatan menjadi terbatas, dan masyarakat tidak 

mendapatkan perlindungan sosial yang memadai. Ketiga, korupsi mengakibatkan kepercayaan publik 

terhadap pemerintah dan institusi terkait menurun, sehingga partisipasi masyarakat dalam proses 

pembangunan dan pengelolaan desa dapat berkurang. Dengan demikian, korupsi dalam pengelolaan 

keuangan desa tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga menghambat kemajuan sosial dan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

 

2.2 Upaya Pemberantasan Tipikor dalam Desa 

 
 

Dalam membangun suatu desa, pemerintah memberikan dana yang bersumber dari APBN yang 

ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan, bantuan kepada masyarakat, pembinaan serta pemberdayaan. Sedangkan 

pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan uang desa tersebut memiliki potensi dilakukannya 

korupsi oleh perangkat desa sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa, pemerintah 

desa beserta lapisan lainnya. . Ada beberapa jenis tindak pidana korupsi yang sering terjadi di desa, yaitu 

suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, pemalsuan laporan keuangan, dan 

beberapa tindakan lain yang dapat merugikan desa maupun negara. 

Korupsi di desa dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat desa berupa 

terhambatnya pembangunan desa, melanggengkan kemiskinan serta menurunkan kepercayaan 

masyarakat terhadap aparatur desa. Ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dikorupsi 

oleh oknum desa, maka dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur desa dan 

kesejahteraan masyarakat tidak terlaksana dengan baik. Masyarakat desa yang tidak mendapat bantuan 

dari desa akan terdampak dari segi ekonomi mereka dan Apabila dana desa yang seharusnya 

dialokasikan untuk membiayai Badan Usaha Milik Desa (APBDes) serta pembangunan infrastruktur 

desa dikorupsi, maka akan menimbulkan kurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan dan dapat mengurangi 

kualitas pembangunan dalam pengadaan barang dan jasa yang disebabkan oleh mark up anggaran atau 

anggaran dipotong oleh oknum-oknum yang terlibat. 

Upaya pencegahan korupsi ini merupakan komitmen pemerintah yang diharapkan untuk dapat 

diimplementasikan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa 

(Good Governance).  Hal ini juga berlaku dalam pemerintahan desa yang perlu melibatkan seluruh 

proses yang dijalankan oleh aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hingga seluruh 
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masyarakat desa setempat. Untuk melaksanakan upaya ini, terdapat 2 strategi yang dapat dilakukan yaitu 

sebagai berikut : 

1. Strategi Preventif 

Strategi preventif adalah suatu strategi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi di desa. 

Perangkat desa sekaligus sebagai eksekutif pengelola keuangan desa perlu berhati-hati dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya. Pengelola keuangan desa harus disiplin dan memahami 

bagaimana larangan-larangan yang telah diatur dalam undang-undang desa sehingga aparatur desa yang 

bertugas sebagai pengelola keuangan harus transparan dan bertanggungjawab atas tugasnya (Adi 

Fauzanto, 2020). Oleh karena itu diperlukan upaya preventif berupa pemberian pemahaman dan 

implementasi Undang-Undang Desa dalam pengelolaan keuangan desa, yang di dalamnya terdapat 

pengelolaan sumber daya desa dengan cara melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada perangkat desa. 

Selain itu upaya preventif lainnya adalah meningkatkan pengawasan tindak pidana korupsi dana desa. 

Modus korupsi dana desa yang sebenarnya memiliki pola yang sama di antara lain: pengadaan barang 

dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark up anggaran, gratifikasi, dll. Untuk itu penguatan Kapasitas 

pendamping desa perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan dengan cara menguatkan kerjasama yang di 

lakukan oleh kepala desa dan pendamping desa dalam pengelolaan dana desa. 

2. Strategi Represif 

Sebagai upaya represif, perlu memperhatikan bagaimana tindak pidana korupsi terjadi. Ketika 

telah terjadi tindak pidana korupsi, badan yang bertanggungjawab untuk menangani kasus korupsi harus 

diperkuat secara moral, hukum dan etika. Badan yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) dan kejaksaan selaku lembaga yang diberi wewenang menangani kasus korupsi. Penguatan badan 

hukum ini ditujukan untuk memperkuat dalam proses Penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan 

penghukuman koruptor besar dengan efek jera. Dalam penguatan proses hukum tersebut, diharapkan 

dapat mengembangkan dengan cara mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem 

peradilan pidana secara terus menerus (Yusrianto, 2018). Sehingga dengan adanya evaluasi tersebut 

dapat meningkatkan kualitas penanganan tindak pidana korupsi dan memberikan hukuman yang 

setimpal dengan perbuatan tersangka.  

 

SIMPULAN DAN SARAN  
Simpulan 

Korupsi harus dipersepsikan bagi masyarakat dan pemerintah desa dalam rangka memutus mata 

rantai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum. Kesepakatan terhadap persepsi korupsi dapat 

mencegah terjadinya korupsi. Rantai korupsi harus diputus melalui kesadaran individu dengan cara 

memberikan pendidikan tentang kejahatan korupsi dan implikasi yang ditimbulkan serta pemahanan 

terhadap sanksi yang berat bagi koruptor. Tindakan korupsi dapat terjadi dimana saja dan kapan saja 

serta oleh siapa saja. Oleh karena itu persepsi, pemahaman dan kesadaran terhadap kejahatan korupsi 

dapat memperlemah untuk melakukan tindakan korupsi.  

Penyuluhan hukum terhadap Warga Desa Kecamatan Tanggulangin adalah suatu upaya yang 

sangat penting dalam mengedukasi dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada individu 

terkait tindak pidana korupsi. Jika memahami dengan baik peraturan-peraturan dan kebijakan yang 

ada, maka para warga dapat menghindari masalah serta konflik yang mungkin timbul di kemudian 

hari. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, warga desa mendapat pencerahan dan 

menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka serta tanggung jawab yang harus dipenuhi saat menjadi 

bagian dari suatu perangkat desa. Secara keseluruhan, penyuluhan hukum terhadap warga desa 

membawa manfaat ganda, yakni melindungi hak-hak warga dan memastikan kepatuhan perangkat 

desa terhadap hukum, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik dan harmonis bagi semua 

pihak yang terlibat.  

Dalam meningkatkan peran mereka, Kejaksaan Negeri Sidoarjo tidak hanya sebagai lembaga 

penegak hukum, tetapi juga sebagai katalisator perubahan yang dapat membantu menyusun landasan 

yang kokoh bagi mereka melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, 

sinergi ini akan menciptakan lingkungan di mana semua pihak saling mendukung untuk mencapai 

tujuan bersama, yakni membangun sumber daya manusia yang tangguh di wilayah desanya. 
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Penyuluhan yang telah diselenggrakan diharapkan dapat memberikan pencerahan terhadap para 

warga apabila terjadi tindak pidana korupsi diwalah mereka serta mengetahui tindakan untuk 

mencegah terjadinya tindakan korupsi derhadap keuangan desa.  

Saran 

Berdasarkan hasil penulisan kami memberikan saran agar setiap individu yakni warga desa serta 

perangkat desa dapat melindungi hak-hak dan kewajibannya terkait pengelolaan keuangan desa. 

Dengan penyuluhan hukum yang cermat dan relevan, kejaksaan dapat memberikan kontribusi 

signifikan terhadap pemahaman warga terkait hak dan kewajiban hukum terhadap pengelolaan 

keuangan desa. 

Oleh karenanya penulis memiliki saran yaitu sebaiknya Kejaksaan Negeri Sidoarjo lebih 

komunikatif dan intensif dengan besinergi antara semua stakeholder terkait dalam melaksanakan 

upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka meningkatkan peranan Kejaksaan 

Negeri Sidoarjo dalam memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu, sebaiknya diperlukan kerjasama 

yang terjalin dengan berbagai lini bidang bukan hanya dalam hal penindakan tapi juga dalam hal 

pencegahan dengan berkolaborasi bersama-sama dengan para kecmatan lainnya sebagai bentuk upaya 

represif dalam mencegah tindak pidana korupsi di Kabupaten Sidoarjo. 
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